BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak akan dapat
terlepas dari kegiatan-kegiatan bermuamalah dalam sehari-harinya yang telah
ditentukan dalam syariat Islam. Kegiatan bermuamalah merupakan suatu
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dan telah diatur di dalam
kaidah-kaidah figih muamalah. Figih muamalah merupakan aturan-aturan
(hukum) Allah Swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia
dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam pengertian ini,
manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang
telah ditetapkan oleh Allah Swt, sekalipun dalam perkara yang bersifat
duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai
pertanggungjawabannya di akhirat.!

Penduduk di Indonesia sebagian besar bermata pencaharian dalam
bidang pertanian, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk
dikembangkan di negara kita. Salah satu bentuk pertanian di Indonesia adalah
pengelolahan sawah. Sawah memberikan pemenuhan kebutuhan utama bagi
masyarakat Indonesia yang pada umumnya menggunakan nasi sebagai bahan
makanan pokoknya. Banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki lahan

sawah yang siap untuk dikelolah. Namun, tidak semua masyarakat yang

! Ismail Nawawi, Figih Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial), (Jakarta: CV Dwiputra
Pustaka Jaya, 2010), 15.



memiliki peluang untuk mengelolah sawah tersebut mau mengerjakan karena
banyaknya aktivitas dan kesibukan masing-masing serta ketidakmampuan
dalam proses pengelolahan sawah. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang
tidak memiliki lahan sawah untuk dikelolah namun memiliki kemampuan dan
keinginan untuk mengelolah sawah. Maka dari itu, timbul lah dalam suatu
masyarakat tersebut penyerahan lahan sawah dari pemilik sawah kepada
orang yang mampu mengelolah sawah tersebut agar dapat dimanfaatkan dan
produktivitasnya lebih meningkat. Di sisi lain juga dapat memberikan
keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan begitu rasa tolong-menolong,
dan saling mempedulikan satu sama lain tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat tersebut.”? Karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat
membutuhkan bantuan dan kepedulian dari sesamanya.

Praktek penyerahan lahan sawah tersebut merupakan salah satu
bentuk pemindahan hak guna/manfaat dalam jangka waku tertentu tanpa ada
pengalihan hak milik. Transaksi demikian dalam figih muamalah disebut
dengan sewa menyewa (ijarah).

Dasar hukum sewa menyewa telah dijelaskan dalam Firman Allah

Swt dalam ayat sebagai berikut:
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Artinya:

2 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat). (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), 271.



Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Bagarah:
233).2

Dalam firman lain dijelaskan:
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Artinya:
Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka
berikanlah kepada mereka upahnya (Q.S. At-Thalaaq: 6).*

Dasar hukum ijarah dari As-Sunnah adalah:
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Artinya:

Pada suatu hari, Hanzhalah bin Qais al-Anshari bertanya kepada Rafi’ bin
Khadij perihal hukum menyewakan ladang dengan uang sewa berupa
emas dan perak. Maka Rafi’ bin Khadij menjawab, “tidak mengapa.
Dahulu semasa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masyarakat
menyewakan ladang dengan uang sewa berupa hasil dari bagian ladang
tersebut yang berdekatan dengan parit atau sungai, dan beberapa bagian
hasil tanaman. Dan kemudian di saat panen tiba, ladang bagian ini rusak,
sedang bagian yang lain selamat, atau bagian yang ini selamat, namun
bagian yang lain rusak. Kala itu tidak ada penyewaan ladang selain
dengan cara ini, maka penyewaan semacam ini dilarang. Adapun
menyewakan ladang dengan nilai sewa yang pasti, maka tidak mengapa”
(H.R. Imam Muslim).>

3 Kementerian Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Kaffah,
2014), Surat Al-Baqarah ayat 233, 37.

4 Ibid., 559

5> Almanhajindo, “Media Islam Salafiyyah, Ahlussunnah wal Jama'ah”, https://almanhaj.or.id/
3270-menyewakan-tanah-pertanian.html, diakses pada 28 April 2016.
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Maksud dari isi hadist diatas adalah menjelaskan tentang ketentuan
uang sewa yang dibayarkan, yaitu apabila upah sewa ladang pertanian dibayar
dengan uang, emas, dan perak maka diperbolehkan. Karena dengan
pembayaran tersebut telah jelas nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan
perjanjian di awal akad perjanjian sehingga tidak ada kemungkinan timbulnya
kerugian antara salah satu pihak. Namun, apabila upah sewa dibayar berupa
hasil tanaman yang ditanam di ladang dalam nilai persentase tertentu maka
tidak diperbolehkan, dengan alasan tidak adanya nilai sewa yang pasti.

Dalam sewa menyewa (ijarah) ada beberapa syarat yang telah
ditentukan dan harus dipenuhi, yaitu ada tiga rukun umum yaitu:¢

1. Shigat (ucapan), yang terdiri dari tawaran (jjab) dan penerimaan
(gobul).

2. Pihak yang berakad, yang terdiri dari pihak yang menyewakan
(mujir) dan pihak penyewa (musta Jjir)

3. Obyek kontrak, yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat
penggunaan aset

Manusia dalam melakukan transaksi bidang bisnis harus memberikan
sesuai haknya masing-masing atau berlaku secara adil dalam memenuhi
semua kewajiban.” Selain itu dalam suatu akad ada juga beberapa hal yang
tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaannya tersebut yaitu terdapat beberapa

syarat seperti bebas dari unsur ketidak jelasan (gharar) dan pemaksaan, agar

® Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta: Tazkia
Institute, 1999), 156.
7 Ismail Nawawi, Figih Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)..., 22.



tidak menimbulkan konflik atau perselisihan di kemudian hari yang dapat
merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Begitu juga dengan
pertanian, dalam masyarakat model yang digunakan untuk transaksi akad
sewa menyewa (7jarah) sawah ini bermacam-macam sesuai dengan keadaan
sosial, ekonomi serta adat-istiadat. Seperti sistem sewa-menyewa pertanian
yang berbentuk lahan sawah di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.
Becirongengor adalah nama dari suatu desa yang terdapat di
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Di desa ini menerapkan
pengelolahan sewa-menyewa sawah berdasarkan sistem adat nggantung pari.
Sistem nggantung pari ini adalah bentuk pengelolahan sawah dengan akad
sewa-menyewa (fjarah) dalam jangka waktu satu kali panen kurang lebih 6
(enam) bulan dengan membayar uang sewa yang telah ditentukan di awal
akad perjanjian serta terdapat juga kewajiban membayar bagi hasil dari hasil
panen dengan pembagian sebesar 30% untuk pihak yang menyewakan sawah
dan 70% untuk pihak penyewa sawah. Oleh karena itu disebut dengan
nggantung pari (menggantung padi) yang dimaksud dari kata tersebut adalah
ketentuan bagi hasil yang sudah ditentukan masih menggantung pelaksanaan
pembayarannya, yaitu dibayar pada saat panen tiba. Jadi pembayaran
dilakukan dua kali pertama di awal akad dilakukan dengan membayar berupa
uang tunai untuk sewa, kedua dibayar di akhir berakhirnya akad setelah
panen dengan pembayaran berupa bagi hasil padi sebesar 30% untuk pihak

yang menyewakan sawah. Dengan demikian tidak memiliki nilai yang jelas



upah sewa dalam perjanjian ini karena belum diketahui hasil panen padi yang
diperoleh.

Berdasarkan fenomena di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji
dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Sawah “Nggantung Pari’ di Desa

Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan berupa
beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa karena harus membayar uang
sewa dan bagi hasil panen padi.

2. Tidak jelasnya nilai upah sewa yang harus dipenuhi.

3. Jika hasil panen tidak maksimal pihak penyewa dirugikan karena hasil
tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk
pengelolahan sawah.

Untuk menghasilkan laporan penelitian yang lebih fokus ke judul yang
dikaji, penulis membatasi penelitian yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa sawah nggantung pari di desa Becirongengor
kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian sewa sawah
nggantung pari di desa Becirongengor kecamatan Wonoayu kabupaten

Sidoarjo.



. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa sawah nggantung pari di desa
Becirongengor kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian sewa
sawah nggantung pari di desa Becirongengor kecamatan Wonoayu

kabupaten Sidoarjo.

. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian sewa

sawah nggantung pari di desa Becirongengor kecamatan Wonoayu
kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap
pelaksanaan perjanjian sewa sawah nggantung pari di desa Becirongengor

kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo.

. Kegunaan Hasil Penelitian

Selanjutnya, dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan hasilnya

dapat digunakan sebagai berikut:

1.

Bagi masyarakat khususnya warga desa Becirongengor agar dapat lebih

memahami bagaimana akad-akad yang harus dijalankan sesuai dengan



syariat Islam agar keadilan dapat diterapkan serta kesejahteraan warga
dapat tumbuh dan berkembang.

2. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan
kontribusi ilmu tentang muamalah.

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dalam

hukum Islam, khususnya keilmuan di bidang figih muamalah.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang praktek akad sewa-
menyewa yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Silvia Ratnani, yang
berjudul “Penggarapan Tanah Sawah Dengan Sistem Setoran Di Desa Lundo
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”, skripsi ini menjelaskan tentang
pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap
yang perjanjiannya hanya berupa lisan saja dengan sistem penyerahan seluruh
hasil panen pertama kepada pemilik sawah sesuai dengan permintaannya,
kemudian untuk hasil panen kedua dan ketiga adalah milik penggarap sawah
tersebut. Tetapi seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari bibit dan biaya
pengelolahannya ditanggung oleh pihak penggarap.®

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Afis Sunani Khoiroiswa, yang
berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Fasum
Yasbhum: Studi Kasus Di Perumahan TNI- AL Desa Sugihwaras Kecamatan

Candi Kabupaten Sidoarjo”, skripsi ini menjelaskan tentang praktek sewa-

8 Silvia Ratnani, “Penggarapan Tanah Sawah Dengan Sistem Setoran Di Desa Lundo Kecamatan
Benjeng Kabupaten Gresik”. (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).



menyewa dengan obyek tanah fasum yang tidak dimanfaatkan oleh
pemerintah sehingga tanah tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar dengan
menyewakannya kepada orang lain tanpa adanya izin dari pemerintah daerah
dan warga juga merubah fungsi dari pemanfaatan tanah fasum tersebut untuk
kepentingan masyarakat.’

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Riyadus Sholikhah, dengan
judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan
Pembayaran Uang Dan Barang: Studi Kasus Di Desa Klotok Kecamatan
Plumpang Kabupaten Tuban”, skripsi ini menjelaskan tentang praktek sewa-
menyewa lahan pertanian dengan sistem pembayaran bisa dilakukan dengan
cicilan, serta pembayaran juga bisa dibayar dengan uang atau hasil panen
tersebut tetapi nilai nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan ketentuan
dalam perjanjian.'”

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Slamet Riyadin, dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan Yang
Dikelolah Kelompok Tani Di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo”, skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan sewa tanah
tegalan yang dilakukan kepala desa sebagai pihak penyewa tanah dengan cara
memaksa warga untuk menyewakan tanahnya, jika warga tidak mau, maka

kepala desa memberikan kebijakan tidak diperbolehkannya menggunakan air

% Afis Sunani Khoiroiswa. “Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Fasum
Yasbhum : Studi Kasus Di Perumahan TNI- AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo”. (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

10 Riyadus Sholihah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan
Pembayaran Uang Dan Barang : Studi Kasus Di Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten
Tuban”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
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yang biasanya dipakai irigasi oleh warga. Padahal jika warga menyewakan
tanah tersebut mereka merasa rugi.!!

Dari kajian beberapa penulisan skripsi diatas maka dapat ditarik
sebuah kesimpulan bahwa skripsi yang akan ditulis oleh penulis dengan judul
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Sawah
“Nggantung Pari” di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten
Sidoarjo tidak memiliki kesamaan dengan penulisan skripsi-skripsi terdahulu,
karena dalam skripsi ini penulis fokus pada permasalahan sewa sawah dengan
pembayaran uang di muka kemudian pembayaran hasil panen padi saat panen
di akhir masa sewa dengan sistem bagi hasil yakni persentase 30% untuk
pemilik sawah dan 70% untuk pihak penyewa. Dengan beban yang tidak
sebanding dengan apa modal yang dikeluarkan oleh pihak penyewa. Maka
dari itu perlu adanya tinjauan berdasarkan hukum Islam atas permasalahan

ini.

G. Definisi Operasional
Judul dari penelitian diatas akan terlebih dahulu dijelaskan oleh
penulis agar dapat memberikan gambaran yang jelas. Adapun beberapa
pengertian atau arti dari istilah-istilah yang terdapat pada judul diatas adalah:

1. Hukum Islam

" Slamet Riyadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan Yang
Dikelolah Kelompok Tani Di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”,
(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).
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Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan dalam agama Islam
yang diatur berdasarkan pada a/-Qur’an, hadis serta pendapat para ulama’.
2. Perjanjian Sewa Sawah
Perjanjian sewa-menyewa dengan obyek sawah dengan
pengambilan manfaat dari obyek tersebut namun tanpa pengalihan hak
milik dari obyek yang disewakan dengan memberi upah imbalan sebagai
ganti atas pemanfaat sawah yang disewakan serta dalam jangka waktu
tertentu sesuai akad yang telah diperjanjikan.
3. Nggantung Pari
Nggantung pari adalah perjanjian sewa-menyewa yang menjadi
adat masyarakat desa Becirongengor dimana pihak penyewa sawah
membayar upah sewa sawah berupa uang tunai di muka dan hasil panen
padi dengan digantungkan atau dibayarkan dibelakang ketika
diperolehnya hasil panen oleh penyewa sawah dengan aturan yang telah
ditentukan antara kedua belah pihak berupa bagi hasil. Persentase bagi
hasil yang ditentukan sebesar 30% untuk pemilik sawah dan 70% untuk

penyewa. Perjanjian ini berakhir dalam jangka waktu satu kali panen.

H. Metode Penelitian
Adapun bentuk penulisan skripsi ini berdasarkan pada metode sebagai
berikut:

1. Jenis Penelitian



4.
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang
dilakukan di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten
Sidoarjo. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang
bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci,
mengindetifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek
perjanjian sewa sawah nggantung pari yang berlaku di Desa
Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.!?

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu
merupakan suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis fenomena yang terjadi di Desa Becirongengor Kecamatan
Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Dalam penggunaan pendekatan ini, hasil
penelitian merupakan penjelasan setiap obyek yang diteliti. Kebenaran
hasil penelitian lebih banyak didukung melalui kepercayaan berdasarkan
informasi dari pihak-pihak yang diteliti.'?

Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah tempat dilaksanakanna
perjanjian sewa sawah nggantung pari tepatna di Desa Becirongengor
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Sumber Data

12 M. Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 76.

13 Ibid.
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Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh
langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik
pengambilan data yang berupa wawancara atau observasi terhadap
para pihak pelaku sewa-menyewa yang dirancang sesuai dengan
tujuan.!* Dalam skripsi ini sumber data primer diperoleh melalui
wawancara dengan:

1) Pemilik sawah, sebagai pihak yang memberikan sewa.

2) Petani, sebagai pihak penyewa.

3) Tokoh masyarakat setempat.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara

tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi, artikel dan

buku-buku.!> Sumber data sekunder dalam skripsi ini diperoleh dari
beberapa buku:

1) Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank
Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta: Tazkia
Institute, 1999.

2) Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul Figih Muamalah
(Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial), Jakarta: CV. Dwiputra
Pustaka Jaya, 2010.

3) Rachmad Syafei dalam bukunya yang berjudul Figih Muamalah

Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

5. Teknik Pengumpulan Data

14 Saifuddn Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 36.

15 Tbid.
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Terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk memperoleh data-

data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a.

Observasi adalah penyelidikan dan pendataan dengan sistematik
terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.'® Teknik ini digunakan
untuk mendapatkan data secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam pelaksanaannya penelitian ini menemukan terjadinya praktek
sewa-menyewa sawah yang terjadi di Desa Becirongengor Kecamatan
Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Interview atau wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang
digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan
melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan beberapa
narasumber dari warga yang dapat memberikan keterangan tentang
perjanjian sewa-menyewa sawah di Desa Becirongengor Kecamatan
Wonoayu Kabupaten Sidoarjo,!” yaitu pihak pemilik sawah dan pihak
penyewa sawah sebagai responden dan tokoh masyarakat serta
perangkat desa sebagai informannya agar data yang diperoleh dari
wawancara ini lebih akurat.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang bersangkutan

dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tersebut.!®

6. Teknik Pengelolahan Data

16 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136.
17 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.

1 Ibid., 68.



15

Adapun teknik pengelolahan data yang digunakan adalah sebagai

berikut:

a.

Editing, adalah pengecekan ulang data yang telah dikumpulkan untuk
menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di lapangan yang
bersifat pengoreksian, pada kesempatan ini dapat dilakukan
pelengkapan terhadap kesalahan atau kekurangan data yang terjadi
baik dengan cara pengumpulan data ulang ataupun inferpolasi
(penyisipan).'®

Organizing, adalah penyusunan data yang telah diperoleh secara
terstruktur untuk dijadikan karangan yang akan dipaparkan dalam

hasil penelitian.?

7. Analisis Data

Setelah data mengenai sewa tanah terkumpul, maka kemudian

dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan

cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka

melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk

memperlengkap data yang penulis inginkan. Selanjutnya, data yang

terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam. Dengan metode

analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan

akhir mengenai perjanjian sewa sawah nggantung pari dalam perspektif

hukum Islam dari kasus yang ada dalam data tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

19 Ibid., 77.

20 Saifuddn Azwar, Metode Penelitian. .., 127.
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Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran singkat untuk
merinci keseluruhan dari isi penulisan. Sistematika pembahasan dalam
penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah,
kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas gambaran umum zjarah, dalam hukum Islam.
Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian, dasar
hukum, syarat, rukun, serta masa berakhirnya akad 7jarah, selain itu penyusun
juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan 7jarah. Nilai penting dari
pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar tentang fjarah, juga dijadikan
alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga ini penyusun membahas deskripsi daerah
penelitian yang meliputi keadaan sosial, agama, pendidikan, serta ekonomi
masyarakat setempat dan data obyektif di lapangan yaitu praktek yang
dilakukan masyarakat Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten
Sidoarjo dalam melaksanakan praktek sewa-menyewa sawah.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan sewa-
menyewa sawah di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten dan

analisis hukum islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa tersebut.
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Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun
akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa

dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.



